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Mengingat 

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 
PT Tirta Gerriah Ripah dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 
PT Tirta Gemah Ripah; 

b. bahwa modal dasar PT Tirta Gemah Ripah telah ditingkatkan 
menjadi sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh 
miliar rupiah) clan komposisi kepemilikan saham Pemeriritah 
Provinsi Jawa Barat menjadi sebesar 70% (tujuh puluh per sen}, 
sehingga kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam 
pemenuhan modal dasar PT Tirta Gemah Ripah sebesar 
Rp. 245.000.000.000,- (clua ratus empat puluh lima miliar 
rupiah) yang dilakukan melalui penycrtaan modal Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a clan huruf b, perlu diiakukan Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Bar at Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
pada PT Tir ta Gemah Ripah, yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Talrun 1950 tentang 
PembentukanProvinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undarig-Undang Nornor 20 
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimaria 
telah cliubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 ten.tang Perner intahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota .Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 93, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4744) clan Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nom01- 182, Tambahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten.tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nornor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah 
Provinsi clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah un 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 
tentang PT Tirta Gemah Ripah (Lernbaran Daerah Tahun 2006 
Nomor 9 Seri E, Tarnbahan Lembaran Daerah Nomor 28) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 
tentang PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Provinsi .Jawa Barat Nomor 153); 

11. Peraturan Daerah Provinsi .Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Penyertaan Modal Daerah (Lcrnbaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi .Jawa Barat Nomor 29); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten.tang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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A. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut : 
Pasal4 

(1) Kewajiban penyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gemah 
Ripah adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari modal 
dasar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar 
rupiah) yang terbagi atas 3.500.000 (tiga juta lima ratusribu] 
lembar saham clengan nominal Rp. 100.000,- (seratus'[ribu 
rupiah) atau sebesar Rp. 245.000.000.000,- (dua ratus ernpat 
puluh lima rniliar rupiah) yang terbagi atas 2.450.000 (dua 
juta empat ratus lima puluh juta) lembar saham. 

Pasal I 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Tirta Gemah Ripah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21 Seri 
E), sebagai berikut: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2010 
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINS! JAWA 
BARAT PADA PT TIRTA GEMAI-I RIPAH. 

MEMUTUSKAN: 

... - .. -r ' GUBERNUR JAWA BARAT 
dan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINS! .:JAWA BARAT 

t .. 
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun :2008 

tentang Urusan Pernerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi .Java Barat Nomor 46); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi .Jawa Barat Nomor 4 7); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 
PT Tirta Gernah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi .Jawa Barat Nomor 85); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan 
Lernbarari Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117); 
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BAB IVA 
DJ VESTAS I 

Pasal 5a 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada 
PT Tirta Gemah Ripah, rnelalui penjualan sebagian atau 
seluruh saharn kepada pihak Jain, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Divestasi scbagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan 
berda sarkan basil analisis kelayakan oleh Penasihat f nvestasi 
berdasarkan kctent.ua n peraturan pcrundang-undangan. 

(3) Penasehat lnvcstasi scbagaimana dima ksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubcrnur. 

B. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan BAB IVA Pasal 5a 
mengenai Divestasi, sebagai bcrikut : 

(2) Pcnyertaan modal Daerah pada Ff Tirta Gemah Ripah sampai 
dengan 31 Desember 2012 telah disetor sebesar 
Rp. 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta 
rupiah) yang terbagi atas 306.000 (tiga ratus enarn ribu) 
lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham 
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terdapat 
sisa kewajiban penarnbahan modal disetor sebesar 
Rp. 214.400.000.000,- (dua ratus empat belas miliar empat 
ratus juta rupiah). 

(3) Untuk memenuhi sisa penambahan modal disetor Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan 
penyertaan modal Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2014 
pada bagian pengeluaran pembiayaan sebesar 
Rp. 70. 750.000.000,- (tujuh puluh miliar tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah). 

(4) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) telah diperruhi, maka sisa kewajiban modal 
cliset.or Pernerintah Daerah adalah sebesar 
Rp. 143.650.000.000,- (seratus ernpat puluh tiga miliar enam 
ratus lima puluh juta rupiah). 

(5) Pemerruhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara 
bertahap, berdasarkan rencana bisnis PT Tirta Gemah Ripah 
dan kemampuan keuangan Daerah melalui penyertaan modal 
Daerah, yang jumlah besarannya dianggarkan dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Peraturan Daerah tentang APBD sebagairnana dimaksud pada 
ayat (5) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal 
Daerah pacla PT Tirta Gemah Ripah. 
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LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR·! 9 SERIE 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 11 Desember 2013 

Ditetapkan di Bandung 
~~~~tanggal "10 Desember 2013 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. 
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I. UMUM 

PT Tirta Gemah Ripah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
Provinsi Jawa Baral yang diclirikan berdasarkan Akta Notaris Meidward 
Nainggolan, SH., Nomor 17 tanggal 21 Februari 2003 jo. Akta Pcrubahan 
Nomor 30 tanggal 14 Oktober 2005 clan telah mendapatkan pengesahan dari 
Menteri Ke hakirnan pada tanggal 22 Mei 2003 clengan Keputusannya Nomor 
C.11282.HT.Ol.Ol.TH 2003 clan dikukuhkan clengan Peraturan Daerah Nornor 
12 Tahun 2006 ten tang PT Tirta Gernah Ripah, sclanjutnya telah mengalami 
bcberapa kali perubahan , terakhir dengan Akta Notaris Maucly Lunel 
Pongtuluran, SH., Nomor 352 tangga1 28 Juni 2013. 

Modal dasar PT Tir ta Gernah Ripah dalarn Peraturan Daerah Provinsi 
.Jawa Baral: Nornor 12 Ta h un 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah clitetapkan 
Rp. 60.000.000.000,- [e na m puluh miliar rupiah) clan Kewajiban Pcnyertaan 
Modal Pcrncrin tah Provin si .Jawa Baral adalah se bcsar 51 %) (lima puluh satu 
per sen] dari Rp 60.000.000.000,- atau sebcsar Rp 30.600.000.000,- (tiga 
puluh miliar e narn ratus juta rupiah) yang tcrbagi dalarn 306.000 (tiga ratus 
e nam ribu) lernbar sa ham. Kewajiban Penyertaan Modal Pernerin tah Provinsi 
.Iawa Ba rat pada PT Ti rta gernah Ripah sarnpai clengan 31 De sern ber 2012 
Lelah clipenuhi rnelalui Penyertaan Modal Dae rah secant bertahap clan sesuai 
kcrnampuan keuangan Dae rah. 

Dala m rangka pcngembangan kegiatan usaha, pada tahun 2013 Modal 
Dasar PT Tirta Gemah Ripah akan ditingkatkan menjadi sebesar 
Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) dengan komposisi 
saharn Pcmeriritah Provin si .Jawa Barat sebesar 70%; (tujuh puluh persen) dari 
Modal dasar yang cliakomodasikan dalarn raperda perubahan atas Peraturan 
Daerah Provin si Jawa Baral Nomor 12 Tahun 2006, dengan perubahan ini, 
rnaka akan merubah kewajiban penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa 
Baral dari sebesar Rp. 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta 
rupiah) menjadi sebesar Rp. 245.000.000.000,- (dua ratus ernpat puluh lima 
miliar rupiah). 

Untuk mer ubah kewajiban Penyertaan modal Pemerintah Provinsi .Jawa 
Barnt tersebut, maka perlu dilakukan pcrubahan alas Peraturan Daerah 
Nomor 21 Tahun 20 l O yang merupakan Dasar hukurn/ Peraturan Daerah 
lncluk Penyertaan Modal Pernerintah Provinsi .lawa Baral pada PT Tirta Gemah 
Ripah khususnya mengenai ketentuan yang berknitan c!engan kewajiban 
Penyertaan Modal Daerah , hal ini sejalan clengan Pasal 71 ayat (9) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah 
clengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '.?, 1 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pecloman Pcngelolaan Kcuangan Dacrah yang menyebutkan bahwa 
dalam hal pemerintah daerah akan meriambah j urnlah penyertaan modal 
melebihi jurnlah penyertaan modal yang telah d ite tapk an dalam peraturan 
daerah tentang pe nyertaan modal, dilakukan per ubahan atas Peraturan 
Daerah tentang Penyertaan Modal yang Berkenaan. 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 

NOMOR 19 TAHUN 2013 
TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAI-1 

PROVINS! JAVvA BARAT PADA PT TIRTA GEMAH RIPAH 
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Pasal 5a 
Pasal ini dimaksudkan untuk merigakornodir ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah. 

Huruf B 

Besa ran pcnyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gernah Ripah 
sebcsar 70(!1,, [tujuh puluh person) tercanturn dalarn Peraturan 
Daerah Provinsi .Jawa Barnt Nomor 12 Tabun 2006 tentang PT 
Tir ta Gernah Ripah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Dacra h Provin si .Jawa Baral Nomor 18 Tah un 2013 Teritang 
Perubahan alas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
12 Tahun 2006 Tentang PT Tirta Gemah Ripah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukup jelas 
Ayat (6) 

Cukup jelas 

Ayat(1) 

Pasal I 

Huruf A 

Pasal4 

If. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Selain hal tersebut, perubahan Peraturan Daerah ini rnengakomodasi 
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, khususnya terkait 
dimungkinkannya Pemerintah Daerah untuk melakukan Divestasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Perubahan atas Pcraturan Daerah 
Nomor 21 Tahun 20 l O ten tang Penyertaan Modal Pernerintah Provinsi .Jawa 
Baral pada PT Tirta Gemah Ripah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSl JAWA BARAT NOMOR 154 

Pasal II 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Divestasi adalah penjualan sura t berharga clan/ a tau 
kepernilikan pernerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan 
kepada pihak lain 

Ayat (2) 

Penasihat inve stasi adalah tenaga profesional dan independen 
yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai 
pelaksanaan investasi pernerintah daerah. 


